





A. Latar Belakang Masalah 
Pada masa pembangunan nasional saat ini negara dituntut untuk 
senantiasa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan dasar 
negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan 
hal tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan 
keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dari berbagai unsur pembangunan 
terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan.  
Sebagaimana diketahui kehadiran lelang di Indonesia sudah ada sejak 
zaman Hindia Belanda, hal itu terbukti dengan adanya peraturan yang 
mengatur tentang lelang yaitu Vendu Reglement (Undang-Undang Lelang) 
yang termuat dalam ordonasi 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 nomor 189 
sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1941 nomor 3 yang berlaku 
sejak 1 April 1908, dan Vendu Instructie (Intruksi Lelang) yang termuat dalam 
Staatsblad 1908 nomor 190 sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 
1930 nomor 85. 
Vendu Reglement merupakan peraturan setingkat peraturan pemerintah, 
tetapi peraturan lelang yang tertinggi hingga saat ini. Oleh karena itu, tidak 
salah jika Vendu Reglement disebut sebagai undang-undang lelang.
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 Sebagai 
pelaksanaan Vendu Reglement diundangkan peraturan pelaksanaanya yaitu 
Vendu Instructie Ordonantie yang lazim disebut dengan instruksi lelang.
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Sebagai tindaklanjut dari Vendu Reglement dan Vendu Instructie 
diterbitkanlah ketentuan pelaksanaan lelang yang termuat dalam Peraturan 
Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan 
lelang, Peraturan Menteri Keuangan nomor 174/PMK.06/2010 tentang pejabat 
lelang kelas I yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 
158/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang Kelas  I, Peraturan Menteri 
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Keuangan nomor 175/PMK.06/2010 tentang pejabat lelang kelas II yang 
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 159/PMK.06/2013 
tentang Pejabat Lelang Kelas II, Peraturan Menteri Keuangan nomor 
176/PMK.06/2010 tentang balai lelang yang terakhir diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan nomor 160/PMK.06/2013 tentang balai lelang.
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Kantor lelang pada masa pemerintahan Hindia Belanda, berada 
dibawah kewenangan Director Van Financien (Menkeu). Hal ini berlanjut 
setelah era kemerdekaan RI, pada masa itu di tingkat Pusat kantor lelang 
disebut Kantor Inspeksi Lelang sedangkan di operasionalnya disebut Kantor 
Lelang Negeri Pada tahun 1960 lelang berada di bawah pembinaan Direktorat 
Jenderal Pajak, tahun 1970 Kantor Lelang Negeri berubah nama menjadi 
Kantor Lelang Negara, tahun 1990 Kantor Lelang Negara diintegrasikan 
dengan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dan tahun 1991 BUPN berubah 
nama menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Pada tahun 
2000 BUPLN berubah menjadi DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan 
Lelang Negara) dan tahun 2001 Kantor Lelang Negara dan Kantor Pelayanan 
Piutang Negara meleburkan diri menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang 
Negara (KP2LN). Pada tahun 2006 DJPLN berubah menjadi Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kantor operasionalnya berubah nama 
menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
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Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi 
kebutuhan masyarakat, dengan asas keterbukaan, asas persaingan, asas 
keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.
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Pemerintah dituntut untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai 
pelelangan agar masyarakat dapat memahami secara lebih spesifik hal-hal yang 
berkaitan dengan pelelangan, baik peranan dan fungsinya maupun kelebihan-
kelebihannya, sehingga dengan memasyarakatnya konsep pelelangan 
diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk dapat menunjang roda 
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perekonomian Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dalam Pasal 9 
diatur bahwa terdapat dua jenis pejabat lelang yaitu Pejabat Lelang kelas I dan 
Pejabat Lelang Kelas II, Pejabat Lelang kelas I berwenang melaksanakan 
lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan penjual, dan Pejabat Lelang 
Kelas II berwenang melaksanakan lelang noneksekusi sukarela atas 
permohonan balai lelang atau penjual .  
Pejabat lelang kelas I adalah pejabat lelang pegawai Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara yang diangkat sebagai pejabat lelang dan berwenang 
melaksanakan lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan lelang 
noneksekusi sukarela, sedangkan pejabat lelang kelas II adalah pegawai negeri 
sipil selain pejabat lelang kelas I yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat 
lelang atau orang yang bukan dari pegawai negeri sipil yang diberikan 
wewenang oleh menteri keuangan sebagai pejabat lelang kelas II dengan 
melalui pengangkatan. 
Tugas pejabat lelang adalah melakukan persiapan lelang, melaksanakan 
lelang di depan umum serta melakukan kegiatan setelah terjadi pelelangan, 
Pejabat lelang kelas I berwenang untuk melakukan lelang eksekusi dan non 
eksekusi untuk semua jenis lelang berdasarkan permohonan dari pemilik 
barang/penjual. 
Dari cara melakukan lelang dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari cara 
pembayaran dan penawaran, dari cara pembayarannya lelang dengan 
tanggungan pemerintah dimana pembeli membayar harga  pembelian kepada 
pemerintah (Pejabat Lelang kelas I) dan pemerintah terikat untuk 
membayarkan hasil penjualan tersebut kepada penjual, apabila tidak 
diperjanjikan lain oleh penjual, maka pada prinsipnya lelang selalu dianggap 
dilakukan dengan tanggungan pemerintah. Lelang diluar tanggungan 
pemerintah harus disebutkan dengan tegas oleh penjual dalam syarat-syarat 
penjualan, pembayaran tagihan yang timbul dari lelang dilakukan langsung 
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kepada penjual. Yang terakhir adalah lelang dengan pembayaran tangguhan/ 
lelang kredit, sekarang sudah tidak pernah dilakukan.
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Dilihat dari sudut cara penawaran yang dilakukan lelang dapat 
dilakukan dengan tertulis dan lelang terbuka, lelang tertulis dalam hal ini 
penawaran dilakukan secara tertulis dalam amplop tertutup. Lelang terbuka 
atau lisan penawaran harga dilakukan secara lisan dengan penawaran naik-naik 
atau turun-turun, disamping cara lelang tersebut ada juga cara lelang lainya 
yaitu lelang eksklusif dan lelang inklusif, lelang dengan harga limit dan lelang 
tanpa harga limit. 
Jenis lelang yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya adalah lelang 
eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Dengan 
adanya perbedaan jenis lelang tersebut tentunya dokumen yang diperlukan 
untuk setiap jenis lelang juga berbeda. Hal ini sangat penting dan perlu 
diketahui oleh Pejabat Lelang. Dokumen persayaratan pada umumnya yang 
diperlukan adalah dokumen legal dengan perincian untuk lelang sukarela 
meliputi bukti kepemilikan yang sah atas barang, surat kuasa dan pernyataan 
tidak dalam sengketa, untuk lelang eksekusi hak tanggungan atau fiducia 
dokumen berupa salinan perjanjian kredit, sertipikat Hak Tanggungan dan akta 
pemberian Hak Tanggungan, sertifikat fidusia, bukti adanya debitur 
wanprestasi. Lelang melalui penetapan pengadilan berupa salinan putusan 
dan/atau penetapan pengadilan, salinan penetapan sita dari pengadilan, bukti 
sita, perincian hutang, penetapan teguran dari pengadilan, pemberitahuan 
lelang kepada termohon eksekusi, surat pernyataan dari pemilik barang.  
Dengan adanyanya perbedaan jenis lelang tentunya dokumen yang diperlukan 
juga berbeda beda apabila syart dokumen lelang yang diperlukan ada yang 
terlewatkan maka akan mengakibatkan lelang dapat dibatalkan. 
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Pejabat Lelang adalah jabatan fungsional selaku pejabat umum yang 
melayani masyarakat untuk melaksanakan lelang dalam setiap pelelangan 
pejabat lelang berfungsi untuk meneliti dokumen persyaratan lelang, 
memberikan informasi lelang, memimpin lelang serta sebagai bendahara. 
Dengan demikian pejabat lelang tidak hanya menyaksian jalannya lelang saja 
melainkan berperan aktif dalam pemeriksanan keabsahan berkas lelang, 
menyelengarakan penjualan secara adil, efisien, terbuka, akuntabilitas, dan juga 
membuat akta otentik risalah lelang.
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Maraknya lelang ini pun salah satunya didukung pula oleh makin 
banyaknya balai lelang di Indonesia, di mana berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.06/2010 tentang balai lelang 
yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
160/PMK.06/2013, menjelaskan bahwa balai lelang adalah badan hukum 
Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk 
melakukan kegiatan usaha di bidang lelang, balai lelang itu sendiri dapat 
didirikan oleh swasta nasional, BUMN, BUMD, swasta nasional, BUMN 
dan/atau BUMD yang bekerja sama dalam bentuk patungan, swasta nasional, 
BUMN dan/atau BUMD yang bekerja sama dengan swasta asing dalam bentuk 
patungan.  
Kantor lelang baik dalam bentuk lembaga milik pemerintahan (Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) maupun balai lelang dalam bentuk 
perorangan maupun badan hukum tentunya diperlukan jaminan hukum atau 
pun kepastian hukum yang dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat 
atas keberadaan kantor lelang tersebut.  
Kepastian hukum yang menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap 
pelelangan yang terjadi atas pergerakan baik barang bergerak maupun tidak 
bergerak didukung oleh kepastian mengenai pihak-pihak yang terkait dalam 
pelelangan dan hak dan kewajiban dari pihak-pihak tersebut antara lain Pejabat 
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Lelang yang merupakan orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri 
Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Pengetahuan dan aturan yang jelas mengenai seorang pejabat lelang 
yang memegang peranan penting dalam pelelangan dapat memberikan 
kepastian hukum kepada semua pihak dan mengurangi berbagai permasalahan 
hukum yang dapat terjadi dalam proses setelah pelelangan seperti diantaranya 
mengenai kerugian kepada pihak ketiga atas kelalaian atau ketidak absahan 
suatu dokumen lelang. Untuk mencegah hal tersebut tentunya perlu mengetahui 
prosedur standar dalam pengecekan keabsahan suatu dokumen lelang.  
Merujuk pada penelitian yang terdahulu oleh Ekowati Pujining Rahayu 
dari Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro tentang Notaris Sebagai 
Pejabat Lelang Kelas II dalam Pelaksanaannya dengan rumusan masalah 
apakah kedudukan notaris sebgai pejabat lelang kelas II bertentangan dengan 
Undang-Undang jabatan notaris,  apakah risalah lelang yang dibuat oleh notaris 
selaku pejabat lelang merupakan akta otentik, dalam penelitian tersebut hanya 
mencakup pada notaris selaku pejabat lelang kelas II dan akta risalah lelang 
yang dibuat sesuai dengan akta otentik dalam ketentuan UndangUndang 
jabatan notaris. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Octavian Imam Renaldy 
dari Universitas Negeri Semarang tentang Pelaksanaan Lelang oleh Kantor 
Pelayanaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai Provinsi Riau 
dalam prospektif Hukum Administrasi Negara, dalam penelitian tersebut hanya 
mencakup pada pelaksanaan lelang dikota Dumai, hambatannya serta upaya 
mengatasi hambatan yang dilakukan oleh KPKNL Dumai. 
Melihat dari penelitian yang terdahulu yang hanya mencakup pada 
pejabat lelang kelas II dan pelaksanaan lelang pada Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang kota Dumai, dengan penelitian yang akan saya 
lakukan tentunya akan menyempurnakan dari penelitian terdahulu dimana 
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dalam penelitian ini lebih berfokus pada pejabat lelang kelas I dan 
pelaksananan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Madiun. 
Dengan semakin meningkatnya proses lelang tentunya juga semakin 
meningkat kasus yang menyangkut pejabat lelang itu sendiri dimana seringkali 
terjadi gugatan yang mengarah kepada pejabat lelang selaku pelaksana lelang 
maka dari pada itu sebagai pejabat lelang diharuskan lebih jeli dan teliti dalam 
melihat memeriksa berkas dokumen dalam lelang.   
Tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang sangat 
diperlukan baik dari sisi pejabat lelang sendiri, pihak-pihak yang terkait 
ataupun pihak-pihak ketiga yang berkepentingan. Karena hal ini akan 
menyangkut sampai sejauh mana ia bertanggung jawab dan harus melakukan 
pengecekan atas keabsahan suatu dokumen lelang untuk menghindari ataupun 
mengurangi sengketa yang dapat terjadi setelah lelang dilaksanakan. Balai 
lelang yang telah ada, baik secara perorangan maupun secara badan hukum 
akan sangat mempengaruhi mengenai tanggung jawab pejabat lelang, apakah 
apabila terdapat permintaan ganti rugi akan sampai pada harta pribadi pejabat 
lelang itu sendiri.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis 
tesis dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Dalam Proses 
Pelelangan”.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 
menyusun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai 
berikut ini:  
1. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab Pejabat Lelang dalam proses 
pelelangan? 
2. Siapakah pihak yang bertanggung jawab jika dalam proses pelaksanaan 
lelang merugikan pihak ketiga? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan apa yang ingin dicapai oleh peneliti 
dalam melakukan penelitianya. Tujuan penelitian akan memberikan arah dan 
sasaran dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Tujuan obyektif 
a. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai peran dan 
tanggung jawab pejabat lelang dalam proses pelelangan. 
b. Untuk mengetahui dan mengkaji pihak yang bertanggung jawab 
apabila dalam pelaksanaan lelang merugikan pihak ketiga. 
 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penulisan hukum (Tesis) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar magister kenotariatan (M.Kn) dalam bidang studi magister 
kenotariatan fakultass hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah dan memeperluas pengetahuan dalam bidang hukum 
mengenai tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen 
lelang dalam pelelangan.  
 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian tentunya dapat memberikan manfaat bagi penulis, 
bagi para pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat luas, dan bagi 
ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan 
khususnya bagi pengetahuan hukum lelang. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur 
dalam dunia ilmu pengatahuan hukum lelang. 
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2. Manfaat praktis 
a. Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk 
mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, dan 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh. 
b. Hasil penelitian ini dharapkan dapat dijadikan bahan masukan 
masyarakat umum yang membutuhkan pengetahuan hukum mengenai 
pelelangan. 
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